
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR  5  TAHUN  2010 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2009  

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGAWI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah oleh Gubernur 
Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Jawa Timur 
Nomor 188/16123/013/2009 tanggal 4 Nopember 2009 dan Keputusan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ngawi  Nomor 05 Tahun 
2010 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan 
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perlu ditinjau kembali untuk 
diadakan perubahan ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan. 
 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2009 Nomor 10). 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

 
dan 

 
BUPATI NGAWI 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN. 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2009 Nomor 10) diubah sebagai berikut : 
 
Pasal 14  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 “Pasal 14 

 
(1) Susunan Organisasi LPMD/LPMK  terdiri dari : 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; 
d. Bendahara; dan 
e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. 

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas : 
a. Bidang Keagamaan; 
b. Bidang Keamanan dan Ketertiban; 
c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
d. Bidang Lingkungan Hidup; 
e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; 
f. Bidang Kesehatan dan Kependudukan;  
g. Bidang Pemuda dan Olah raga; dan 
h. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan. ” 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  
dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah Kabupaten  Ngawi. 
  

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal 1 Maret 2010                           
 
BUPATI NGAWI, 
 
 

ttd 
 
 

  HARSONO 
 
 
Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 1 Maret 2010                           
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  NGAWI, 
 
 

ttd 
 
 
  MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 05 


